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ABSTRAK 

 

Kepedulian pemerintah sebagai suatu lembaga yang menaungi negara, banyak 

dilakukan untuk menyasar berbagai bidang kehidupan utama seperti kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, politik, moral, budaya, dsb termasuk perfilman. Salah satu sektor bidang yang tidak 

luput dari monitoring pemerintah selama ini adalah perfilman, meliputi kaidah-kaidah 

penyensoran, nilai dan norma, kesesuaian produksi dengan kategorisasi usia, dan kontrol 

sosial. Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, 

Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran merupakan wujud kehadiran 

pemerintah dalam bentuk komitmen resmi demi menjaga tatanan sosial dan budaya agar tidak 

luntur sekali pun industri hiburan semakin berkembang pesat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan tentang peraturan nasional (Permendikbud No.14 Tahun 2019) 

sebagai bentuk peraturan resmi yang mengikat secara hukum dan berlaku pula di Bioskop 

Cinepolis Ponorogo City Center. Sebagai daerah yang kecil, Pemerintah Ponorogo dituntut 

untuk mampu menyesuaikan diri dan menata bidang perfilman agar tidak kehilangan arah dan 

kendali. Hasil penelitian memberikan hipotesis bahwa munculnya Permendikbud No.14 

Tahun 2019 adalah karena beberapa faktor seperti: (1) Budaya masyarakat yang asal dalam 

mengkonsumsi film tanpa pandang usia, (2) Upaya sosialisasi pemerintah selama ini kurang 

maksimal, (3) Kurangnya kepedulian pihak penyelenggara film terhadap tatanan nilai dan 

norma sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi tidak terkontrol. 

 

Kata Kunci: Pemerintah, Perfilman, Nilai, Norma, Masyarakat
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepedulian pemerintah sebagai suatu lembaga yang menaungi negara, banyak 

dilakukan untuk menyasar berbagai bidang kehidupan utama seperti kesehatan, 

pendidikan, ekonomi, politik, moral, budaya, dsb termasuk perfilman. Kedudukan 

pemerintah memiliki makna sebagai eksekutor bagi keberlangsungan kegiatan rumah 

tangga negara mulai dari urusan sandang, pangan, dan papan. Pemerintah menduduki 

dalam lingkup lembaga eksekutif yang dilimpahi dengan kewenangan penuh untuk 

menjadi representasi dari kepentingan masyarakat banyak. Determinasi kepemimpinan 

dan kecakapan pemerintah dalam skala nasional selalu menjadi koridor utama bagi 

pelaksanaan urusan publik di seluruh daerah. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk 

menopang segala permasalahan, melahirkan solusi kebijakan atas munculnya masalah, 

serta menjamin kesetaraan dan keadilan untuk terpenuhinya hak-hak antar individu 

maupun kelompok. 

Salah satu sektor bidang yang tidak luput dari monitoring pemerintah selama ini 

adalah perfilman, meliputi kaidah-kaidah penyensoran, nilai dan norma, kesesuaian 

produksi dengan kategorisasi usia, dan kontrol sosial. Permendikbud No.14 Tahun 

2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, 

Penarikan Film dari Peredaran merupakan salah satu bentuk implementasi konkrit 

pemerintah yang berusaha hadir dalam menciptakan kualitas tontonan dan hiburan secara 

sepadan. Kebijakan pemerintah untuk mengatur beberapa kategorisasi yang 

peruntukannya adalah untuk seluruh bioskop di Indonesia termasuk para produser dan 

kemitraan tentu tidak dapat dilepaskan dari kurangnya kesadaran kolektif baik dari 

produser film maupun masyarakat sebagai penikmat tontonan.  

Kehadiran lembaga sensor film ditengarai sebagai salah satu wujud kepedulian dari 

kelompok pemikir, termasuk pemerintah di dalamnya sebagai pengontrol. Tujuan dari 

kehadiran lembaga sensor film adalah berusaha menyeleksi, merevisi, maupun 

meminimalisir dampak buruk terhadap penonton terhadap produksi film yang bebas 

terikat. Sebagian orang berpendapat bahwa LSF merupakan penghambat kemajuan, 

kreativitas, dan seni dari para pencipta karya berbentuk film. LSF tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan model film di Indonesia karena berwenang untuk menyeleksi 
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maupun memangkas cuplikan dalam suatu film berdasarkan analisa kepatutan terhadap 

konsumsi publik (Fadli, 2008).  

Perkembangan film di Indonesia secara tidak langsung turut merengkuh idealisme 

tersendiri melalui dorongan, perhatian, dan kebijakan pemerintah. Karena itu diperlukan 

kebijakan yang mampu melahirkan dan menjaga dari sisi creative personel tanpa 

mengesampingkan sisi industri budaya secara tepat dan berbatas. Kelompok kreatif yang 

berperan dalam cipta karya film adalah aset bagi perkembangan kualitas perfilman di 

Indonesia yang mana tidak muncul secara instan tanpa melalui konsep, revisi, evaluasi, 

maupun kritik dan saran sesuai dengan pertimbangan nilai dan norma. Kebijakan 

perfilman ideal yang mampu mendorong perkembangan perfilman Indonesia adalah 

kebijakan yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri perfilman 

Indonesia mencakup perhatian terhadap kualitas produksi, serta kelayakan konsumsi bagi 

publik (Ardiyanti, 2020).  

Jika dikaitkan dengan sisi moralitas bangsa, maka negara Indonesia secara nilai dan 

norma sangat identik dengan adat ketimuran yang menjunjung tinggi peradaban. 

Berbanding terbalik dengan negara barat kerap mengesampingkan sisi tabu dari sebuah 

fenomena, kejadian, film, dan sebagainya. Indonesia masih sangat erat melekat dengan 

adat dan budaya ketimuran, sehingga tidak serta merta dapat mengkonsumsi tayangan 

terbuka bahkan bagi kategori dewasa sekali pun. Maka dari itu, maksud dari pemerintah 

membuat Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah untuk memenuhi tugas dan 

wewenang sebagai pemerhati publik, sekaligus melestarikan estafet generasi ke depan.  

B. Tujuan 

Tujuan dari poster berjudul “Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film Di Bioskop 

Cinepolis yang Terletak di Mall Ponorogo City Center” adalah untuk menjelaskan 

tentang peraturan nasional (Permendikbud No.14 Tahun 2019) sebagai bentuk peraturan 

resmi yang mengikat secara hukum dan berlaku pula di Bioskop Cinepolis Ponorogo 

City Center. Sebagai daerah yang kecil, Pemerintah Ponorogo dituntut untuk mampu 

menyesuaikan diri dan menata bidang perfilman. Tujuan dari pembuatan poster adalah 

untuk mengidentifikasi bentuk penyesuaian dari pemerintah Ponorogo, pihak pengadaan 

film, sponsor, dan lain sebagainya. Secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur pengaruh kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 

terhadap penonton di bioskop Ponorogo  

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 

penggolongan usia penonton bioskop di  Ponorogo saat ini  
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3. Untuk mengetahui cara mengelola penggolongan usia Penonton di bioskop 

Ponorogo 

  

C. Manfaat  

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ilmiah yang di dalamnya mengandung 

nilai-nilai edukasi tentang kualitas, norma, dan nilai etis tentang perfilm-an di 

Indonesia. Sehingga masyarakat diharapkan akan lebih mengerti serta mampu untuk 

memfilter segala konsumsi film yang ada di bioskop. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan data dan fakta kepada 

pemerintah tentang bagaimana tingkat konsumsi film yang selama ini menjadi selera 

masyarakat. Sehingga pemerintah dapat lebih melakukan langkah strategis maupun 

intervensi terhadap jenis-jenis film yang ada di bioskop, supaya tetap terjaga secara 

kualitas, nilai, maupun norma. 

3. Bagi Sineas (Pembuat Film) 

Penelitian ini dapat menjadi data acuan yang bisa digunakan untuk para sineas 

agar lebih memiliki gambaran terhadap konsumsi rutin para penonton, sehingga 

melalui penggodokan konsep-konsep perfilman yang sesuai dengan klasifikasi usia. 

Sehingga akan ada ide dan gagasan baru yang muncul, sekaligus mengimbangi 

dinamika konsumsi maupun selera yang ada pada masyarakat. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Poster Lengkap 

Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film di Bioskop Cinepolis yang terletak di 

Mall PCC (Ponorogo City Center) dilandasi dengan adanya peraturan nasional, yang juga 

berlaku dan mengikat bagi seluruh bioskop di Indonesia. Pemerintah menciptakan aturan 

tersebut tentu memiliki sasaran yakni masyarakat.  Permendikbud No.14 Tahun 2019 

Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, 

Penarikan Film dari Peredaran pada dasarnya memiliki esensi yang luas dalam 

memberikan penegasan dan aturan terkait dengan perfilman, serta memberikan sasaran 

kepada masyarakat agar lebih bijak lagi untuk menyesuaikan konsumsi film.  

Gambar 2.1  

Kategori Aturan Klasifikasi  

 

 

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 menjadi dasar yang kuat dengan sasaran utama 

nya adalah masyarakat dalam berbagai kategori usia, serta di sisi lain aturan di dalamnya 

juga berfungsi sebagai wujud kontrol pemerintah kepada masyarakat. Beberapa 

ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2019 adalah perihal 

pengaturan penggolongan usia serta pengaturan genre film dengan kategori tertentu.   

• Kategori SU (Semua Umur), BO (Bimbingan 
Orang Tua, serta Dewasa 

• Kebijakan Sensor diberlakukan dengan 
mempertimbangkan sisi edukasi, hiburan, 
serta kepantasan 

Pedoman & Kriteria 
Penyensoran 

•Kategori Remaja Awal, Remaja Akhir, 

Dewasa hingga lanjut...  
Penggolongan Usia 

Penonton 

•Apabila terjadi ketidaksesuaiaan model 
tontonan 

•Apabila memicu respon dan tanggaan 
kritis dari masyarakat 

Penarikan Film Dari 
Peredaran 
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Adapun beberapa kategori spesifik yang diatur dalam perfilman berdasarkan 

Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah seperti:  

1. Usia, yang terdiri dari SU (Semua Umur), 13+, 17+, serta 21 

2. Genre (Jenis Film), yang terdiri dari Animasi, Edukasi, Kekerasan, Romance 

Latarbelakang yang menjadi kendala atau sumber permasalahan dari munculnya 

Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah terkait dengan beberapa faktor seperti:  

1. Kurangnya upaya sosialisasi pemerintah 

2. Budaya masyarakat yang asal dalam mengkonsumsi film tanpa pandang usia, serta  

3. Kurangnya kepedulian pihak penyelenggara film terhadap tatanan nilai dan norma. 

Sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi tidak terkontrol, lalu secara otomatis hal 

ini juga berpengaruh terhadap terbentuknya budaya (kebiasaan) terutama pada 

generasi muda. 

Gambar 2.2 Sumber Masalah 
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B. Segi Pandang Teori 

Kebijakan pada bidang perfilman tentu tidak lepas upaya “Problem Solving” dari 

aspek tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai. Maka dengan itu, problem solving 

yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara membuat peraturan sedemikian rupa 

supaya terdapat batas dan koridor yang tepat untuk menata siaran perfilman bagi segala 

kalangan  baik tua atau pun muda. Upaya penyelesaian masalah oleh pemerintah 

memiliki beberapa garis besar untuk dijadikan acuan bagi masyarakat dan penyelenggara 

film seperti:  

1. Adanya sanksi  

2. Adanya respon dari masyarakat 

3. Serta peran Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai evaluator dalam jangka waktu ke 

depan.     

Pemerintah sebagai pihak utama, secara etis memiliki beban tanggungjawab untuk 

menjaga etika peradaban serta memberikan ruang edukasi bagi generasi penerus melalui 

tayangan-tayangan yang sesuai dengan jati diri. Tujuan pemerintah dalam implementasi 

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 secara garis besar adalah: 

1. Untuk menata dan menghibur masyarakat 

2. Untuk meminimalisir adanya pelanggaran norma dan nilai 

3. Sebagai bahan edukasi dan apresiasi terhadap lingkungan pemerhati tontonan  

Selain berupaya untuk tegas, di sisi lain pemerintah juga perlu memikirkan cara untuk 

tetap menghadirkan nilai entertainment (hiburan) untuk masyarakat dalam lapisan tertentu, 

namun tetap dibarengi dengan upaya monitoring secara berkala. Maka dari itu, dengan 

munculnya Permendikbud No.14 Tahun 2019 sejatinya kepedulian pemerintah tidak hanya 

fokus pada kualitas tontonan semata, namun lebih condong kepada upaya sistematis dalam 

menjaga tatanan edukasi, serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat melalui suguhan 

(tontonan) yang sesuai.  

C. Kelebihan Poster 

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan esensi 

penting   

2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-waktu 

apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warna nya.  
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D. Nilai Jual 

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan 

poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk 

memenuhi tugas akhir. Walau pun poster merupakan hak karya cipta milik penulis 

yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, namun penulis membebaskan 

siapa pun untuk men-copy, menggandakan, menyebarluaskan, dengan catatan harus 

dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materiil. 

 

E. Cara Pemanfaatan 

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena 

sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai 

ruang dan tempat.  

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif. 

2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanpa memerlukan praktik 

tambahan. 

3. Poster hanya memiliki 1 lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, 

maupun ditempel. 

4. Perlu bimbingan orang tua agar dapat dipahami oleh anak-anak usia remaja. 
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BAB III 

RENCANA & HASIL 

A. Rencana & Validasi HKI 

Pada tahap rencana ini, penulis berusaha menemukan ide dan mencari 

permasalahan di Ponorogo untuk dilakukan penelitian dalam bentuk pembuatan 

poster. Penulis melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk mendapat 

arahan secara teknis maupun tertulis, untuk menyelaraskan proses penelitian dengan 

maksud dana tujuan penulis.  

Tahap akhir adalah melakukan validasi dengan cara mengikuti ujian 

persidangan bersama dengan poster cetak dan narasi poster tertulis. Dalam tahap ini 

penulis memaparkan permasalahan, hasil, alasan, serta solusi sesuai dengan judul 

poster sebagai bentuk pertanggungjawaban dan uji kebenaran data  

 

B. Hasil HKI 

Poster yang telah penulis buat merupakan informasi aktif tertulis yang dapat 

dijadikan sebagai acuan bersama terutama bagi masyarakat, LSF, dan pihak penyedia 

atau pengadaan film. Kontrol yang diberikan oleh pemerintah melalui Permendikbud 

No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan 

Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran tidak akan berjalan tanpa adanya 

kesadaran dari berbagai elemen terkait. Poster yang penulis buat merupakan rumusan 

sederhana untuk mengurai permasalahan mendasar, sehingga selanjutnya merupakan 

tantangan bagi pemerintah agar mampu menyeimbangkan nilai hiburan dengan nilai 

moralitas, adab, dan norma di kehidupan masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesadaran pemerintah untuk menata sektor tontonan maupun hiburan di 

kehidupan masyarakat sudah dibuktikan dengan komitmen melalui peraturan perundang-

undangan (Permendikbud No.14 Tahun 2019) yang mengatur perihal penyensoran, 

klasifikasi usia, maupun sanksi dan penarikan peredaran film apabila sewaktu-waktu 

dibutuhkan. Sumber dari dibentuknya aturan tersebut adalah mengacu pada pola perilaku 

dan pemikiran masyarakat sendiri yang tidak terkontrol dengan baik, selain itu derasnya 

arus kepentingan orientasi bisnis dari pihak bioskop juga turut menjadi catatan besar. 

Adanya ancaman dalam bentuk sanksi sangat dimungkinkan dapat merubah tatanan 

sosial-ekonomi yang mempengaruhi kualitas perfilman di Indonesia.  

Di Ponorogo sendiri, bioskop Cinepolis yang terletak di Mall PCC merupakan 

pionir dalam menentukan langkah berikutnya. Tidak adanya pesaing dari bioskop atau 

penyelenggara lain, seharusnya memicu Cinepolis untuk tetap tampil berkualitas tanpa 

menggeser keberadaan nilai dan norma supaya regenerasi semakin menemukan 

kualitasnya. Kekhawatiran pemerintah dalam menentukan regenerasi masyarakat 

merupakan suatu kewajaran, sehingga dibentuk lembaga-lembaga pendukung dalam 

dunia perfilman untuk menyaring dan mempertimbangkan segi kelayakan tontonan 

sebelum dikonsumsi oleh masyarakat luas.  

 

B. Kritik dan Saran 

Pemerintah pusat maupun pemerintah Ponorogo harus selalu melakukan 

koordinasi dan evaluasi rutin dalam menata kualitas dan kelayakan perfilman yang 

beredar menjadi konsumsi publik (masyarakat) karena bentuk aturan tertulis saja tidak 

cukup kuat. 
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